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BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG 

NOMOR   11  TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 

TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

DI KABUPATEN MALANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan peralihan kewenangan penyelenggaraan 

Pemerintahan di bidang Pendidikan, maka Peraturan 

Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang 

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten 

Malang, perlu untuk disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan 

Pendidikan di Kabupaten Malang; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 

Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah    

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 2730); 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia   

Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4586); 

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan 

Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan 

Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia       

Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5169); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
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11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan           

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23  

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang 

Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3461); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4585): 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 

Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 

Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4863); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 



4 

D:\ANANG\AFF20\Keputusan Pendek\th. 2017\Pendidikan\FIX\BUPATI MALANG.docx 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 

Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4941); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 5150), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17     

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia   

Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5157); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195); 

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12   

Tahun 2007 tentang Standar Pengawas 

Sekolah/Madrasah; 

24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13   

Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 

25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16   

Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru; 
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26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19   

Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan 

oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 

27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24   

Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana 

untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida’iyah, Sekolah 

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah 

Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 

28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50   

Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan 

Oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota; 

29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63   

Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan; 

30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70   

Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta 

Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi 

Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; 

31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15   

Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 

Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464); 

32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28   

Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala 

Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 527); 

33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5   

Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam 

Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 220); 
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34. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan 

Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 953); 

37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan 

Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 954); 

38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar 

dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia    

Tahun 2016 Nomor 955); 

39. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016         

Nomor 897); 

40. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263); 

41. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6          

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan            

Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang  

Tahun 2005-2025  (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2008 Nomor 3/E); 



7 

D:\ANANG\AFF20\Keputusan Pendek\th. 2017\Pendidikan\FIX\BUPATI MALANG.docx 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7          

Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan 

Di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2009 Nomor 3/E); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6          

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 

Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);  

45. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9          

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 

Nomor 1 Seri C); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG 

dan 

BUPATI MALANG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG 

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI 

KABUPATEN MALANG. 
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Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem 

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009  

Nomor 3/E) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan angka 1, angka 2 dan angka 25 diubah, angka 

18, angka 19, dan angka 34 dihapus, di antara angka 23 

dan angka 24 disisipkan 6 angka yakni angka 23A,     

angka 23B, angka 24C, angka 23D, angka 23E, angka 23F, 

di antara angka 27 dan angka 28 disisipkan 1 angka yakni 

angka 27A, dan di antara angka 31 dan angka 32 

disisipkan 1 angka yakni angka 31A, serta ditambah 2 

(dua) angka yakni angka 35 dan angka 36 sehingga      

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 

2. Bupati adalah Bupati Malang. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Malang. 

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan 

Kabupaten Malang. 

5. Dewan Pendidikan Kabupaten Malang yang 

selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah 

lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur 

masyarakat yang peduli dengan pendidikan. 

6. Komite Sekolah adalah lembaga yang beranggotakan 

orang tua/wali peserta didik, komunitas Sekolah, 

serta masyarakat yang peduli pendidikan yang 

berfungsi memberikan pertimbangan, arahan dan 

dukungan tenaga, sarana prasarana serta 

pengawasan pendidikan pada tingkat Satuan 

pendidikan. 
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7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan 

masyarakat. 

8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang 

terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggi. 

9. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga 

dan lingkungan. 

10. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar 

pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 

terstruktur dan berjenjang. 

11. Satuan pendidikan adalah lembaga pelaksana 

kegiatan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan yang 

terdiri dari lembaga pendidikan sekolah dan lembaga 

pendidikan luar sekolah. 

12. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolak ukur 

kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, 

proses, keluaran dan manfaat pendidikan. 

13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang 

berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong 

belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan 

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, 

serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan 

pendidikan. 
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15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat 

yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 

menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

16. Pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap adalah 

mereka yang bekerja di Satuan pendidikan yang          

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tidak 

berstatus Pegawai Negeri Sipil. 

17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan tertentu. 

18. Dihapus. 

19. Dihapus. 

20. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta 

didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu 

proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan. 

21. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang 

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan 

peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan 

kemampuan yang dikembangkan. 

22. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan 

pada kekhususan tujuan pendidikan suatu Satuan 

pendidikan. 

23. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat 

PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

23A.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA 

adalah salah satu bentuk Satuan pendidikan anak 

usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang 

menyelenggarakan program pendidikan bagi anak 

sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan 

prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) 

tahun. 
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23B.Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB 

adalah salah satu bentuk Satuan pendidikan anak 

usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang 

menyelenggarakan program pendidikan bagi anak 

usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan 

prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun. 

23C.Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK 

adalah salah satu bentuk Satuan pendidikan anak 

usia dini pada jalur pendidikan formal yang 

menyelenggarakan program pendidikan bagi anak 

usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun 

dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun. 

23D.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang 

melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk 

Sekolah Dasar, atau bentuk lain yang sederajat serta 

Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang 

sederajat. 

23E.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah 

salah satu bentuk Satuan pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 

pendidikan dasar. 

23F. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya 

disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan 

pendidikan formal yang menyelenggarakan 

pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar 

sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang 

sederajat. 

24. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah Satuan 

pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan 

dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya 

pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya 

masyarakat daerah setempat. 

25. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang 

diberi tugas, tanggung  jawab dan wewenang secara 

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan 

pengawasan pendidikan formal di sekolah dengan 

pembinaan aspek teknis edukatif, administrasi dan 

manajemen pendidikan pada Satuan pendidikan. 
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26. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, 

tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh 

pejabat yang berwenang untuk melakukan 

kepenilikan pendidikan nonformal dengan pembinaan 

aspek teknis edukatif, administrasi dan manajemen 

pendidikan pada Satuan pendidikan. 

27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia 

non pemerintah yang mempunyai perhatian dan 

peranan dalam bidang pendidikan. 

27A. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya 

disingkat PKBM adalah Satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan nonformal. 

28. Dana Pendidikan adalah sumber dana diperlukan 

untuk menyelenggarakan pendidikan. 

29. Biaya Operasional Satuan Pendidikan adalah bagian 

dari dana pendidikan yang diperlukan untuk 

membiayai kegiatan operasional Satuan pendidikan 

agar dapat berlangsungnya kegiatan pembelajaran 

secara teratur dan berkelanjutan. Biaya ini terdiri dari 

gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala 

tunjangan yang melekat pada gaji, biaya operasi 

pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan 

tak langsung seperti daya, jasa listrik, jasa air, jasa 

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, 

uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, 

penyusutan sarana prasarana dan lain lainnya. 

30. Pendanaan pendidikan adalah pengaturan tentang 

penghimpunan, penyimpanan, pengalokasian, 

penggunaan dan pertanggungjawaban dana 

pendidikan. 

31. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal 

yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas 

tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. 

31A.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang 

selanjutnya disebut Wajar Dikdas 9 (sembilan) tahun 

adalah program Pemerintah Daerah dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan. 
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32. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, 

penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan 

terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 

33. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya 

disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem 

pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

34. Dihapus. 

35. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan 

pendidikan yang memberikan kesempatan kepada 

semua peserta didik yang memiliki kelainan dan 

memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa 

untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam 

satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama 

dengan peserta didik pada umumnya. 

36. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya 

disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah 

tanggung jawab Satuan pendidikan untuk 

memperkuat karakter peserta didik melalui 

harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan 

olahraga dengan pelibatan dan kerja sama antara 

Satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai 

bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. 

 

2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 huruf yakni huruf g, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

 

Prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah: 

a. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan 

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; 

b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan 

yang sistematik dengan sistem terbuka dan bermakna; 
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c. pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses 

pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang 

berlangsung sepanjang hayat; 

d. pendidikan diselenggarakan dengan memberi 

keteladanan, membangun kemauan, dan 

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam 

proses pembelajaran; 

e. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan 

budaya membaca, menulis dan membiasakan 

memecahkan masalah dengan pendekatan yang logis 

dan empiris, dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan 

bagi segenap warga masyarakat; 

f. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan 

semua komponen masyarakat melalui peran serta 

dalam penyelenggaraan dan penjaminan serta 

peningkatan mutu layanan pendidikan; dan 

g. pendidikan diselenggarakan sebagai layanan untuk 

semua warga negara, termasuk bagi peserta didik yang 

memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan dan atau 

bakat istimewa wajib mendapatkan layanan 

pendidikan dalam bentuk pendidikan inklusif. 

 

3. Ketentuan Pasal 6 huruf g dihapus, huruf h dan huruf m 

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 

 

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan meliputi: 

a. wajib belajar; 

b. Satuan pendidikan; 

c. peserta didik; 

d. penyelenggaraan pendidikan formal; 

e. penyelenggaraan pendidikan nonformal; 

f. PAUD; 

g. dihapus; 

h. pendidikan berbasis keunggulan lokal; 

i. pendidik dan tenaga kependidikan; 
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j. anggaran/pendanaan pendidikan; 

k. sarana dan prasarana; 

l. peran serta masyarakat; 

m. evaluasi dan sertifikasi; 

n. kerjasama pendidikan; dan 

o. pengawasan dan sanksi. 

 

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, dan huruf c diubah,        

huruf d dihapus, ayat (2) diubah, dan ayat (5) huruf a, 

huruf b, dan huruf h diubah, serta huruf c, huruf f dan 

huruf g dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

 

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban: 

a. menetapkan wajib belajar 9 tahun pada jenjang 

pendidikan dasar dengan nama Program Wajar 

Dikdas; 

b. menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan 

belajar; dan 

c. menjamin ketersediaan biaya pendidikan dasar bagi 

penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun. 

d. dihapus. 

(2) Penetapan wajib belajar 9 tahun disesuaikan dengan 

kebijakan Pemerintah. 

(3) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan 

semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat. 

(4) Setiap orang tua atau wali asuh yang memiliki anak 

usia wajib belajar (7 tahun - 15 tahun) berkewajiban 

memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. 

(5) Dalam rangka penuntasan wajib belajar, Pemerintah 

Daerah dan masyarakat menyelenggarakan program: 

a. SD; 

b. SMP; 

c. Dihapus; 
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d. Pendidikan kesetaraan; 

e. SD-SMP Satu Atap; 

f. Dihapus; 

g. Dihapus; dan 

h. SMP terbuka. 

 

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 15 

 

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi/yayasan 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan 

dasar dengan memenuhi SNP. 

(2) Pemerintah Daerah berhak membimbing, 

mengarahkan, dan membantu penyelenggara 

pendidikan dasar untuk mencapai SNP. 

 

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, serta ayat (3) dan       

ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 17 

 

(1) Pendirian Satuan pendidikan formal harus didasarkan 

atas kajian kelayakan yang mempertimbangkan 

kebutuhan masyarakat, dan perencanaan 

pengembangan pendidikan baik secara lokal, regional, 

nasional, maupun internasional. 

(2) Kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. 

(3) Dihapus. 

(4) Dihapus. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat 

mekanisme pendirian Satuan pendidikan formal diatur 

dengan Peraturan Bupati. 
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7. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf i dihapus, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 24 

 

(1) Pendidikan nonformal meliputi: 

a. pendidikan kecakapan hidup; 

b. PAUD; 

c. pendidikan kepemudaan; 

d. pendidikan pemberdayaan perempuan; 

e. pendidikan keaksaraan; 

f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; 

g. pendidikan kesetaraan;  

h. pendidikan lain yang ditujukan untuk 

mengembangkan kemampuan warga belajar; dan 

i. dihapus. 

(2) Pemerintah memberikan peluang dan dukungan untuk 

mengembangkan jenis dan program pendidikan 

nonformal unggulan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau 

pengelolaan pendidikan nonformal diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

 

8. Ketentuan BAB X dihapus. 

 

9. Ketentuan Pasal 27 dihapus. 

 

10. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihapus, 

serta ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 28 

 

(1) Dihapus. 

(2) Dihapus. 

(3) Dihapus. 
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(4) Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis 

keunggulan lokal adalah untuk mengakomodasi 

peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi, 

ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah 

setempat. 

(5) Bentuk pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat 

bercirikan keunggulan khas daerah setempat, 

keunggulan bidang studi/mata pelajaran, dan 

keunggulan muatan lokal. 

 

11. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dihapus, serta   

ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 29 

 

(1) Dihapus. 

(2) Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal 

dikembangkan oleh Satuan pendidikan dengan 

mengacu pada SNP dan dikembangkan sesuai dengan 

potensi dan kekhasan Daerah. 

(3) Dihapus. 

(4) Ujian akhir pada Satuan pendidikan berbasis 

keunggulan lokal mengacu kepada ujian nasional dan 

uji kompetensi sesuai dengan potensi dan kekhasan 

Daerah. 

 

12. Ketentuan Pasal 30 dihapus. 

 

13. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dihapus, ayat (2), ayat (3),    

ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 31 

 

(1) Dihapus. 

(2) Pembiayaan untuk pendirian tahap awal dan 

pengembangan Satuan pendidikan berbasis 

keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab  

Pemerintah Daerah. 
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(3) Pembiayaan untuk pendirian dan pengembangan 

Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal 

yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh 

penyelenggara Satuan pendidikan yang bersangkutan. 

(4) Pemerintah Daerah memfasilitasi Satuan pendidikan 

yang berbasis keunggulan lokal untuk memperoleh 

sumber dana yang diperlukan untuk pengembangan 

program pendidikan. 

(5) Bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi 

dan memenuhi kualifikasi untuk mengikuti program di 

Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal 

maka Satuan pendidikan dimaksud wajib memberikan 

keringanan atau membebaskan dari segala pembiayaan 

pendidikan. 

 

14. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 32 

 

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 5 

(lima) Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan 

lokal pada semua jenjang dan jenis pendidikan secara 

bertahap sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

(2) Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal 

dapat diselenggarakan sebagai Satuan pendidikan 

terpadu. 

(3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan 

pembinaan dan bantuan sesuai dengan kemampuan 

keuangan Daerah. 

 

15. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 33 

 

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal. 
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16. Ketentuan Pasal 52 dihapus. 

 

17. Di antara BAB XVII dan BAB XVIII disisipkan 1 (satu) Bab 

yakni BAB XVIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

BAB XVIIA 

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER 

 

18. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) Pasal 

yakni Pasal 53A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 53A 

 

(1) Pendidikan diselenggarakan dengan memprioritaskan 

penguatan pendidikan karakter untuk memperkuat 

karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, 

olah rasa, olah pikir dan olahraga dengan pelibatan dan 

kerjasama antara Satuan pendidikan, keluarga dan 

masyarakat. 

(2) Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter 

dilaksanakan secara terintegrasi dengan kurikulum 

yang berlaku bagi Satuan Pendidikan dan berpedoman 

pada norma kearifan lokal serta nilai-nilai kebangsaan. 

(3) Pendanaan penyelenggaraan penguatan pendidikan 

karakter menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah 

dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan 

mekanisme penyelenggaraan penguatan pendidikan 

karakter diatur dalam Peraturan Bupati. 

 

19. Ketentuan Pasal 57 dihapus. 
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Pasal II 

 

a. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang 

Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan 

Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 3/E), dinyatakan 

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan 

belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

b. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Malang. 

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal 26 Oktober 2018 

 

WAKIL BUPATI MALANG, 

 

ttd 

SANUSI 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal    26  Oktober  2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 

 

ttd 

 

DIDIK BUDI MULJONO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG 

TAHUN 2018 NOMOR 9 SERI D 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 292-11/2018. 


